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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nagari merupakanjsatuan wilayah administratif yangjdigunakan dijProvinsi 

SumaterajBarat. Nagari berperan sebagaijkesatuan masyarakatjadat yang memiliki 

strukturuihukum tersendiri, diakui sebagai pelaksana pemerintahan yang 

berlandaskan adat istiadat, sebagaimana diaturidalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa.1 Nagarijdigunakan sebagaijsebutan khasjyangjmemiliki 

kedudukan setara dengan desa atau kelurahan. Dari segi pengaturan antara nagari 

dan desa tidak memiliki perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada 

penamaannya. Nagari atau desa memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan 

kelurahan atau wilayah lainnya, karena nagari menjalankan pemerintahan yang 

bersifat otonom dan memiliki otonomi asli.  

Pemerintah Indonesia menjadikan pembangunan nagari atau desa sebagai 

strategi utama dalam menangani beragam masalah sosial di tingkat lokal, seperti 

keterbelakangan dan kemiskinan, guna mewujudkan kesejahteraan serta 

meningkatkan kualitas hidupumasyarakat. 

Melalui pendekatan partisipatif, peran serta masyarakat menjadi unsur 

penting yang senantiasa diupayakan dalam berbagai tahapan kegiatan. Keterlibatan 

ini berperan penting dalam pemerataan pembangunan di nagari, sekaligus 

menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan nagari sejatinya berlandaskan 

prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kesadaran tersebut akan 

                                                                 
1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. 
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memperkuaturasa kepemilikan serta tanggung jawabumasyarakat terhadap proses 

pembangunan. Dengan demikian, masyarakateakan merasakanrmanfaat nyata dari 

pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi aktif ini, disertai pembinaan dari 

pemerintah daerah, diharapkan mampu mendorong kemajuan nagari secara 

berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi perkembangan wilayah tersebut.2 

Pembangunan yang berbasis partisipasijmerupakan proses pemberdayaan 

masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhanjpribadi 

maupun kelompoknya, yang kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan 

pembangunan. Tingkat partisipasijmasyarakat ini dapat dijadikan tolok ukur untuk 

menilai sejauh mana keberhasilanjpembangunan di nagari telah tercapai. 

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan 

desa ditujukan untukjmeningkatkanjkesejahteraan dan kualitasjhidup masyarakat 

sertajmengurangijkemiskinan. Hal ini diwujudkan melaluijpemenuhanjkebutuhan 

dasar, pengembanganjinfrastruktur dan potensijekonomiulokal, serta pengelolaan 

sumberuidaya alam secarauiberkelanjutan. Pembangunan desa juga harus 

dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan 

gotong royong demi terciptanya keadilan sosial.3 Berdasarkaniuraianjtersebut, 

dapatadipahami bahwaikeberhasilanapembangunan nagari atau desa tidak hanya 

ditentukan oleh kinerja8pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada kontribusi 

aktif masyarakatodalamiprosesepembangunan. 

                                                                 
2 Tarsim And Erga Yuhandra, “Implementasi8Kewenangan Badan9Permusyawaratan Desa (Bpd) 

Dalam0Menjalankan9Fungsi8Pengawasan0Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten 

Kuningan),” Unifikasi: Jurnal6Ilmu Hukum95, No. 1 (2018):910–23. 
3 Presiden RepublikiIndonesia,9“Undang-Undang8Republik Indonesia9Nomor 6iTahun 2014 

TentanguDesa”. 
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Fokus utama dari pembangunan nagari adalah mendorong kesejahteraan 

masyarakat, yang berarti masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses 

pembangunan tersebut. Olehukarena itu, pentingubagi masyarakat untuk diberikan 

ruang dalam merancang dan mengusulkan proyek pembangunan, khususnya dalam 

menetapkan prioritas proyek yang paling dibutuhkan oleh nagari. Dengan 

demikian, pembangunan benar-benar berasaludari masyarakat, dilaksanakan oleh 

masyarakat, dan hasilnya untukumasyarakat. Partisipasi ini idealnya tumbuh dari 

bawah sebagai wujud kesadaran serta tanggung jawab kolektif warga terhadap 

kemajuan nagari mereka. 

Pelaksanaan pembangunan nagari pada prinsipnya merupakan suatu proses 

yangiharusidilaksanakan secaraabaik dan terorganisir agar tujuan pembangunan 

dapat tercapai secara efektif. Efektivitasjpembangunan merupakan suatuiukuran 

tercapainya sasaranuatau tujuan yang telah ditetapkanusebelumnya.4 Efektivitas 

pembangunan di tingkat nagari sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif warga 

setempat. Ketika masyarakat turut serta dalam merancang dan melaksanakan 

pembangunan, mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai kebutuhan serta potensi wilayahnya. Hal ini menjadikan hasil 

pembangunan lebih relevan, tepatusasaran, dan memberikan manfaatuyang nyata 

bagi masyarakat. 

Pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana tercantum dalamuPasal 81 

ayat (2) Undang-UndangjNomorj6 Tahun 2014, menjadi kewenangan pemerintah 

                                                                 
4 S. Herlina Martauli, Dedi Apriansah Andri, And Tati Juriani Kamaludin, “Efektivitas0Pelaksanaan 

Pembangunan9Dan Pemeliharaan7Jalan Oleh Balai Besar5PelaksanaaniiJalan Nasional V Di 

Provinsi SumateraiSelatan 
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desajyang diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat secara gotong royong. 

Selain itu, Pasal 82 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya 

pembangunan, dimana hasil pemantauan, termasuk kritik dan masukan, dapat 

disampaikan kepada pemerintah desa maupun BPD sebagai bagian darijmekanisme 

kontrol sosial. Karena desaimerupakanubagian dari pelaksanaan otonomi daerah, 

makauipembangunan desauitidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. 

Dengan demikian, desa menjadi elemen penting dalam sistem pembangunan 

nasional Indonesia. 

Menurut Steers, efektivitas dapatjdipahami sebagaiutingkat keberhasilan 

suatujorganisasiudalam merealisasikanjtujuan yang telah ditetapkan. Pandangan ini 

sejalan dengan pendapat Martani Huseini, yang menekankan bahwa ukuran 

efektivitas suatu organisasi terletak pada sejauh mana tujuan dan sasarannya dapat 

dicapai secara optimal. Tujuan dipahami sebagai kondisi yang ingin dicapai 

olehuorganisasi di masa depan, sementara sasaran merupakan bentuk tujuan antara 

yang lebih bersifat operasional. Dalam konteks ini, sasaranudapat diartikan sebagai 

tujuanuorganisasi, baik jangka pendekamaupunajangkaapanjang, yang mencakup 

keseluruhan organisasi maupun bagian tertentu di dalamnya.5 Starman menyatakan 

bahwaapandanganatentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan 

adanya faktorayang mendukung terselenggaranyaakegiatanayangubermutu, 

tepatasasaran dan tepatawaktu dengan mengaktifkanusecara efektif faktor 

                                                                 
5 Helena AfrianiuRama And EsaiWahyu Endarti, “Efektivitas8Pelaksanaan0Program Pembangunan 

Infrastruktur Selama Masa Pendemi Covid19,” Jurnal Inovasi SektoriPublik Vol 2, No 3 (2022): 

13–24. 
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pendukunguberupaupartisipasi masyarakat.6 Menurut Sondang P. Siagian 

efektivitas berhubungan dengan pelaksanaanusuatu pekerjaan, yaituipekerjaan 

terselesaikan dalam rentang waktu yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, 

pelaksanaan suatu tugas dapat dikatakan baik atauutidak tergantung pada 

bagaimana cara tugas tersebut dijalankan serta seberapa besar biaya yang 

dikeluarkan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, efektivitas memiliki 

hubungan yang kuat dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok, keberhasilan dalam 

mencapai tujuan, ketepatan dalam waktu pelaksanaan, serta partisipasi aktif dari 

seluruh anggota yang terlibat. Efektivitas juga mencerminkan sejauh mana tujuan 

yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil yang berhasil dicapai. 

Proses partisipasiumasyarakat dalamupembangunan dilakukan dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasiuhasil pembangunan. Partisipasi 

masyarakat merupakanuisalah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

pembangunan. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa partisipasi 

masyarakat mempengaruhi keberhasilan pembangunan yaitu penelitian dari 

Rahmawati, Ansyari Mone, dan Nuryanti Mustari7, Ono Taryono dan Fandi 

Ahmad8, Ribka Labogia Joorie Marhaen Ruru, dan Novva Plangiten9; Ogidius dan 

                                                                 
6 RibkayLombogia, Joorie Marhaen Ruru, And Novva Plangiten, “PengaruhnPartisipasi Masyarakat 

Terhadap EfektivitasbPelaksanaanhPembangunan Di Desa TimbukarnKecamatan Sonder,” Jurnal 

Administrasi Publik 4, No. 50 (2018) 
7 Rahmawati Rahmawati, Ansyari Mone, and Nuryanti Mustari, “PengaruhiPartisipasi Masyarakat 

TerhadapiEfektivitas Program8novasi Desa Budi Daya JamuriTiram Di Desa JenetaesaiKecamatan 

Simbang Kabupaten Maros,” Kajian IlmiahjMahasiswa AdministrasijPublik (KIMAP) 2, No. 2 

(2021): 590–604. 
8 FandigAhmad andnOno Taryono, “Pengaruh PartisipasimMasyarakat Terhadap Efektivitas 

Pembangunan Desa Majasari KecamatanjSliyeg Kabupaten Indramayu,” Jurnal Wacana Kinerja: 

Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan AdministrasijPelayananjPublik 24, No. 2 (2021). 
9 RibkajLombogia, JooriejMarhaen Ruru, dan NovvajPlangiten. Op.Cit., Hlm 1-13. 
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Sugeng10. Sejalan dengan pandangan Conyers, terdapat tigaualasan utama yang 

menjelaskan mengapa partisipasiumasyarakat dalam perencanaan pembangunan 

desa sangatlah penting: 1. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk 

mendapatkanuinformasi tentang kondisi atau pandangan masyarakatusetempat. 

Tanpa keterlibatan masyarakat, programupembangunan dan proyek-proyek yang 

dijalankan berpotensi mengalami kegagalan. 2. Masyarakatacenderung lebih 

percaya pada proyek atauaprogramapembangunanajika mereka terlibat dalam tahap 

persiapanudan perencanaan, karena hal ini memungkinkan mereka untuk 

memahami dengan lebih baik detail proyek tersebut. 3. Muncul pandangan bahwa 

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah bagian dari hak demokrasi.11 

Peningkatan infrastruktur pertanian menjadi salah satu program 

pembangunan melalui anggaran dana nagari di Nagari Binjai. Infrastruktur 

pertanian menjadi kebutuhan utama masyarakat Nagari Binjai dalam meningkatkan 

perekonomian, karena mayoritas masyarakat bertani dan berkebun. Salah satu 

program yang tengahuidiupayakan olehuipemerintah Nagari Binjai adalah 

peningkatan infrastruktur pertanian berupa jalan pertanian di Nagari Binjai. Dengan 

adanya pembangunan jalan usaha taniuidiharapkan dapat mempermudah petani 

dalam mengangkutuhasil panennya dari kebun ke rumah petani dan dengan adanya 

jalanupertanian ini akanumemutus biaya produksiuyang besar.  

                                                                 
10 Ogidius Dan Sugeng. 2019. Pengaruh Partisipasi MasyarakatiiTerhadap Pembangunan 

TempatpengelolaanjSampah TerpadujStudi Di Desa Tulungreo KecamatanjBumiaji KotajBatu. 

Jurnal Ilmu Sosial Dan IlmujPolitik. Vol 8 No 2, Hlm. 109-114. 
11 Rickyj Wirawan, Mardiyono, dan RatihuNurpratiwi. Partisipasi Masyarakatj dalam Perencanaan 

PembangunanjDaerah. Jurnal Ilmu Sosialadan Ilmu Politik. Vol 4 No 2, Hlm.302. 
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Penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk memetakan 

arah dan posisi kebaruan yang ingin dihadirkan dalam penelitian ini. Pertama 

penelitian dari RibkauLombogia, JoorieuM. Ruru, dan NovvauN. Plangiten dengan 

judul PengaruhuiPartisipasi Masyarakatuiterhadap Efektivitas Pelaksanaan 

Pembangunan di DesauTimbukar Kecamatan Sonder ini bertujuaniuntuk mengkaji 

sejauhuimana keterlibatan masyarakat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan di desa tersebut. Hasil penelitianumenunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakatumemiliki pengaruhuyang signifikan terhadapiefektivitas pembangunan 

yang dilaksanakan di Desa Timbukar.12 

Kedua penelitian dari Emelyati dan M.N Romi AS berjudul Pengaruh 

PartisipasiuMasyarakat TerhadapuPembangunaniDesaidi DesaiTeraju Kecamatan 

Toba Kabupaten Sanggau. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Teraju 

Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

dan teknik purposive sampling, data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan 

dokumentasi, serta dianalisis dengan regresi sederhana, uji F, dan uji t. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk partisipasi masyarakat seperti 

dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. 

 

 

                                                                 
12 Ribka1Lombogia, Joorie1Marhaen1Ruru, Dan Novva1Plangiten, Op.Cit, Hlm. 1-13. 
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Penelitian yang dilakukan oleh ChristianiuDevid, BilliuSondakh, MajeuS. 

Pangkey, dan BurhanuddinuKiyai membahas pengaruh partisipasi masyarakat 

terhadap pelaksanaan pembangunanuinfrastruktur di Desa Kanonang Dua, 

Kecamatan Kawangkoan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji 

sejauh mana keterlibatan masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan 

infrastruktur desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dengan teknik 

pengambilan sampel secara accidental sampling, melibatkan 71 responden. Analisis 

data dilakukan melalui metode regresi dan korelasi sederhana. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa studi sebelumnya yang 

sama-sama meneliti pengaruh partisipasiuimasyarakat terhadapuiefektivitas 

pembangunan. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak 

pada fokus, variabel yang digunakan, dan lokasi penelitian. Variabel partisipasi 

masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada konsep partisipasi yang 

dikemukakan oleh Yadav, yang mencakup keterlibatan masyarakatudalam seluruh 

tahapan pembangunan, yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga 

pemanfaatanuhasilupembangunan. Konsep ini menekankan bahwauipartisipasi 

bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

evaluatif dalam proses pembangunan. Sementara itu, variabel efektivitas 

pembangunan mengacu pada teori M. Steers yang terdiri atas tiga indikator utama, 

yakniupencapaianutujuan, integrasi, danuadaptasi.  

Fokus utama penelitianuini adalah untuk menganalisis sejauhumana 

partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur 

pertanian, dengan objek khusus berupa jalan pertanian. Berdasarkan kajian teoritis 
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dan pengalaman empiris di lapangan, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap 

tahapan pembangunan diyakini memiliki kontribusi signifikan terhadap efektivitas 

serta keberlanjutan hasil pembangunan. Olehukarena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk menelaah secara mendalam hubungan antara partisipasi masyarakat dan 

efektivitas pembangunan infrastruktur jalan pertanian di Nagari Binjai tahun 2022-

2023. 

Lokasi penelitianudipilih di Nagari Binjai, Kecamatan TigouiNagari, 

KabupatenuPasaman, karena wilayahuini belum pernah menjadi objek penelitian 

sebelumnya terkait pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas 

pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan pertanian. Pemilihan 

lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengisi kekosongan data dan informasi 

ilmiah mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah 

tersebut. Selain itu, Nagari Binjai merupakan wilayah dengan potensi pertanian 

yang cukup besar, sehingga penting untukmmengetahui sejauh mana keterlibatan 

masyarakat dapat memengaruhi efektivitas pembangunanninfrastruktur pertanian 

yang berkelanjutan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya terbatas pada keikutsertaan dalam 

pemilihan wali nagari dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), tetapi 

juga mencakup keterlibatan aktif dalam berbagai aspekukehidupan sehari-hari yang 

berkaitanidengan prosesipembangunan di tingkat nagari. 

Keterlibatan aktif masyarakat secara inklusif dan partisipasi mereka dalam 

setiap tahap pembangunan nagari sangatlah penting untuk menjamin keberhasilan 
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pembangunan yang terarah dan terencana dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat 

nagari, sehinggaupembangunan yangudilakukan di kawasan kenagarian dapat 

mewujudkanikeinginan-keinginan masyarakat dan tidakimelenceng dari kebutuhan 

masyarakat sesungguhnya. Keterlibatan mengacu pada pemberian kesempatan bagi 

setiap individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam proses politik, khususnya 

bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, 

petani, nelayan, perempuan, dan kelompokimarginalilainnya. 

Keterlibatan masyarakat dalamupembangunan nagari dapat dianalisis 

melalui berbagai tahapan, yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan 

(perencanaan), pelaksanaan, pemanfaatanuhasil pembangunan, serta evaluasi 

terhadap proses yangutelah dilaksanakan. 

Partisipasiumasyarakat dalam perencanaanipembangunan dapatidilihat dari 

proses pembuatanukeputusan dalam musyawarahuperencanaan pembangunan. 

Denganumelibatkan masyarakatudalam proses perencanaan, aspirasi mereka dapat 

lebih terakomodasi, sehingga kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah 

nagari menjadi lebih tepatusasaran dan sesuai dengan harapan yangudiinginkan. 

Sehingga prosesiini tidakuisemata didominasi olehuelite-elite nagari yaitu 

Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Pengurus Jorong 

maupuniPemuka masyarakat, melainkan juga melibatkanuunsur-unsur lain.  

Dengan melibatkan masyarakat dalamitahap perencanaan, hal ini dapat mengubah 

pola perencanaan dari yangiawalnya bersifatitop-down menjadijbottom-up.13 

                                                                 
13 Top-DownaPlanningtadalah model pembangunan yang menekankan peran pemerintah dalam 

merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan masyarakat hanya berfungsi sebagai 

objek. Model ini memiliki keuntungan dalam hal keberhasilan tahapan pembangunan yang 

dirancang oleh pemerintah, terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana. Namun, hasil 
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NagariuBinjai merupakan nagariayang berada di wilayah KecamatanjTigo 

Nagari, KabupatenaPasaman, SumaterajBarat. Nagari ini merupakan nagari dengan 

mata pencarian penduduknyaimayoritas petanijsawah, petani sawit, buruh tani, dan 

buruh pabrik. Penduduk nagari Binjai yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani 

sebanyak 74% dari total penduduk yang bekerja.14 

Pada tahun 2022-2023 pemerintahan Nagari Binjai memprioritaskan 

pengembangan infrastruktur fisik sebagai penunjang utama dalam sektor pertanian. 

Pembangunan infrastruktur pertanian yang telah dilaksanakan Nagari Binjai tahun 

2022, yakni Jalan Usaha Tani KP. Pili - Jln Lintas Simpang Empat, Jalan Usaha 

Tani Lambah Bateh dan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Lubuak Pandan.15   

Tabel 1.1 

Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Nagari Binjai 

Tahun 2022 

No Kegiatan Pembangunan Pada Tahun 2022 

1 Peningkatan Jalan Usaha Tani KP. Pili - Jln Lintas Simpang 

Empat Manggopoh 

2 Peningkatan Jalan Usaha Tani Lambah Bateh 

3 Rabat Beton Jalan Usaha Tani Lubuak Pandan 

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2023 

 

 

 

 
                                                                 
pembangunan tidak selalu diterima oleh masyarakat, terutama jika tidak sesuai dengan budaya atau 

nilai-nilai yang ada. Hal ini dapat menyebabkan penolakan terhadap hasil pembangunan, 

menjadikannya sia-sia. Sebaliknya, Bottom-UpoPlanning adalah kebalikan dari model TopiDown. 

Model ini memiliki keunggulan karena melibatkan masyarakat dalam prosesuperencanaan 

pembangunan, sehingga rencana pemerintah bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat. Hal ini meningkatkan kemungkinanhbahwa hasil pembangunan akan diterima dengan 

baik, karena berasal dari usulan masyarakat itu sendiri. Model ini juga mengubah pandangan 

terhadap masyarakat, yang sebelumnyahdianggap sebagai objek pembangunan menjadi subjek yang 

aktif dalam proses pembangunan. (Dilihat Dari A Syafril, 2003. “PartisipasiaMasyarakat1Dalam 

Prosesuerencanaan Pembangunan Di Kota Binjai”. Tesis, Universitas Medan Area). 
14 Mata PencarianjPenduduk NagarijBinjai yang Berprofesi Sebagai Petani, Diaksesumelalui 

Https://Kampungkb.Bkkbn.Go.Id/Kampung/18387/Kampung-Keluarga-Berkualitas-Nagari-Binjai 
15 Dokumen internal Kantor Wali Nagari Binjai tahun 2023, disampaikan oleh Muammad Dion, 

Kaur Perencanaan. 

https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/18387/kampung-keluarga-berkualitas-nagari-binjai
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Gambar 1.1 

Pembangunan Jembatan Jalan Kampuang Pili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024 

Gambar 1.2 

Rabat Beton Jalan Usaha Tani Lubuak Pandan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024 
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Gambar 1.3 

Peningkatan Jalan Usaha Tani Lambah Bateh 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024 

Kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian yang telah dilaksanakan 

tahun 2023, yakni Peningkatan Jalan Usaha Tani KP. Pili - Jln Lintas Simpang 

Empat dan Pembangunanan Jembatan Gantung Lubuak Pandan. 

Tabel 1.2 

Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Nagari Binjai 

Tahun 2023 
No Kegiatan Pembangunan Pada Tahun 2023 

1 Lanjutan Peningkatan Jalan Usaha Tani KP. Pili - Jln Lintas 

Simpang Empat Manggopoh 

2 Pembangunanan Jembatan Gantung Lubuak Pandan 

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024 

Gambar 1.4 

Pembangunan Jembatan Gantuang Lubuak Pandan 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2024 
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Pada penelitian awal yang peneliti lakukan dengan Kaur Perencanaan 

Nagari Binjai mengatakan “partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di 

Nagari Binjai Aktif, salah satu bukti aktif yaitu pada tahapan perencanaan 

pembangunan dapatrdilihatfdari keaktifan masyarakattdalam menghadiri undangan 

Musrenbang, sertakberperan aktif dalamymengusulkan skala prioritas kegiatan 

yang akan dibangun”.16  

Gambar 1.5 

Daftar Hadir Musrenbang Nagari Binjai Tahun 2021 

 

 
 

                                                                 
16 Wawancara dengan Muhammad Dion, Kaur Perencanaan Nagari Binjai, Rabui21 Juni 2023, 

Pukulu10.00 WIB. 



15 
 

 

 
Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2023 

 

Dalam menetapkan kegiatan pembangunan di Nagari Binjai untuk Tahun 

2022. Pada Hari Senin, 6 September 2021 diadakan Musrenbang tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) tahun 2022. Sebanyak 61 

partisipan yang menghadiri Musrenbang Nagari Binjai pada saat itu. Musrenbang 

tersebut dihadiri oleh Wali Nagari, Ketua Bumnag, Sekretaris Bumnag, Ketua 

PKK, Tim PKK Nagari Binjai, LPMN, Bamus, KAN, KPM (Kader Pembangunan 

Manusia), Kepala Jorong, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat, DPM, PLD 

(pendamping lokal desa), Perangkat Nagari, DPUTR, Guru Paud, dan Kepala 

Sekolah. 
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Gambar 1.6 

Daftar Hadir Musrenbang Nagari Binjai Tahun 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Wali Nagari Binjai Tahun 2023 

 

Pada Hari Senin, 2 September 2022 diadakan Musrenbang tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) tahun 2023. Sebanyak 73 

partisipan yang menghadiri Musrenbang tersebut. Musrenbang tersebut dihadiri 

oleh Sekretaris Camat, Wali Nagari Binjai, Perangkat Nagari Binjai, Ketua Jorong, 
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Koor BPP (Balai Penyuluhan Prtanian), Kader Kesehatan, Formatig (Forum 

Masyarakat Tigo Nagari), LPM Nagari, Bamus Nagari, Babinsa, Ninik Mamak, 

Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Ketua Pemuda, Perangkat KUA, Bidan Desa, 

Kepala Sekolah, dan Guru Paud. 

Dari jumlah daftar hadir di atasadapatakitaaulihat bahwa lebih daria50 

partisipan yang berpartisipasi dalam menghadiri pertemuan musyawarah 

perencanaan pembangunan Nagari Binjai. Banyak tokoh masyarakat yang menjadi 

perwakilan untuk menghadiri musrenbang Nagari Binjai. Dalam melihat partisipasi 

masyarakat tidak hanya dilihat dari kehadiran masyarakat saat musrenbang, tetapi 

juga dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, 

hingga evaluasi program kegiatan pembangunan.  

Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin mengetahui keberhasilan 

pembangunan infrastruktur jalan pertanian di Nagari Binjai dengan menggunakan 

pendekatan teori efektivitas. Pendekatan ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, 

yaitu pencapaianatujuan, integrasi, danaadaptasi. Dalam konteks ini, efektivitas 

pembangunan dinilai dari tingkat keberhasilan hasil pembangunan dalam 

memenuhi kebutuhan riil masyarakat Nagari Binjai, bagaimana mutu dan 

kelancaran proses pelaksanaannya, serta seberapa besar manfaatuiyang 

dapatuidirasakan dan dimanfaatkanuisecara langsunguioleh masyarakat, khususnya 

mereka yang bergantung pada sektor pertanian. 

Berdasarkan beberapa uraian yang ada di atasumaka rumusanumasalah 

penelitian ini adalah:  
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Bagaimana pengaruh bentuk partisipasiumasyarakat terhadap efektivitas 

pembangunanuinfrastruktur jalan pertanian diuNagari Binjai Tahun 2022-2023? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkanulatar belakang dan uraianurumusanumasalah yanguitelah 

dijelaskan diaatas, makauadapun tujuanapenelitianaini adalah untukumengetahui 

pengaruh bentuk partisipasiuimasyarakataterhadap efektivitas pembangunan 

infrastruktur jalanjpertanian di Nagari Binjai Tahun 2022-2023. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian1iniqdiharapkanedapat bermanfaat dalam beberapa hal, sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian yang berjuduliPengaruh Bentuk PartisipasiiMasyarakat Terhadap 

EfektivitasuPembangunan Infrastruktur Jalan Pertanian di Nagari Binjai 

Tahun 2022-2023 diharapkanudapat dijadikan bahan studiuperbandingan 

untuk penelitian selanjutnyaudan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

ilmiah. Hal ini juga berkontribusi dalam memperkaya studi-studi yang 

berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang 

berkaitanuidengan perencanaanipembangunan nagari atauidesa. 

2. ManfaatuPraktis 

Hasilapenelitianainiadiharapkan dapat menjadiasumberadata dan informasi 

yang bermanfaat, serta menjadi dasar pertimbangan bagiapemerintah daerah 

dalam upaya meningkatkanapartisipasiamasyarakat di berbagai bidang, 



19 
 

 

khususnya dalam pelaksanaanipembangunan di NagariaBinjai, Kecamatan 

TigoaNagari, KabupatenaPasaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


